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MKDKI

Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang

dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran

dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
UU No. 29/2004 Psl 1 ayat 14

Fungsi :
Menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik

kedokteran.
UU No. 29/2004 Psl 55 ayat 1

1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran

disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin

dokter atau dokter gigi. Putusan: mengikat (Psl 69)
UU No. 29/2004 Psl 64

Tanggung Jawab : kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
UU No. 29/2004 Psl 56



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

Dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. tidak kompeten;

2. tugas dan tanggung jawab kepada pasien dan

3. perilaku tercela yang merusak martabat dan
kehormatan profesi

28 Bentuk
Pelanggaran Disiplin

Sanksi disiplin berupa :
Putusan: mengikat (Psl 69)

pemberian peringatan tertulis;

rekomendasi pencabutan surat tanda
registrasi atau surat izin praktik;
dan/atau

kewajiban mengikuti pendidikan atau
pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi.
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Jumlah Pengaduan 2013 - 2016

64

Ny Y57

S 30

TS 28

N =187

Means =47

y=-12,/x+ 78,5
R2=0,9707

95% CI =30 - 63

Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016)
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Strategi MKDKI 2016 — 2021

SK Menkes Rl No. HK 02.02/Menkes/350/2016

Sistem Tata Kelola MKDKI 2016-2021
(Indonesian Medical Disciplinary Board Governance)

Pembagian Tugas Anggota MKDKI

A.Senin:BR, LH, HS, AP, JA TPA/MPD 1 PBR
B. Selasa: BK, BR, GM, A5, JA TPA/MPD 2 PBK
C.Rabu :
1. DF, BK, SS, HS, /A TPA/MPD 3 PHS
2.JA, GM, AS, HS, DF TPA/MPD 4 P HS
D. Kamis : BK, LH, HS, SS, /A TPA/MPD 5 PHS
E. Jum'at:
1.DF, GM, LH, / / TPA/MPD 6 P GM
2.JA, HS, AS, AP, D TPA/MPD 7 P GM
3.BK, AP, SS, /A, [ TPA/MPD 8 P GM
F. Sabtu: DF, AP, JA, GM, BR TPA/MPD 9
G. Mingggu: DF, AP, JA, BK, G TPA/MPD 10

Keterangan:
P = piket penerimaan aduan dan tamu
F & G (TPA/MPD 9 & 10) = bila diperlukan

Monitoring Proses MKDKI 2016-20211
el

Persiapan Dokumen dari Teradu:

1. Rekam Medis

2. Tata Kelola Klinis (Clinical Governance)

3. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

4. Panduan Praktik Klinis ( PPK) dan atau Pedoman
Nasional Pelayanan/Praktik Kedokteran (PNPK):
a. PPK Tatalaksana Kasus (ICD 10)
b. PPK Prosedur Tindakan ((ICD 9CM)

5. Clinical Pathways (CP):
a. Format CP Kasus
b. CP pasien yang ditangani teradu

6. Audit Medis

MKDKI 2016-2021

The Three Types of Performance Measurement

KRIs
Key Result Indhcators (KR1) - mmp-
noreren on performance
hmm-mm m.-
manogerert has el sucess
factor or bolaced 1 mwﬂm e

Dody Firmanda
Ketua MKDKI 2016-2021

Aktivitas h}
roses Pengambilan Putusan MKDKI 2016 - 2021:

Kombinasi Anglo Saxon - Cambridge Models dan Evidence-based

Causation Negligence

Performance Competency

Measurement 1. Diagnosis . Latent Error

L . L. Lak Likehood
2. Assessment 2. Pemeriksaan 2. Active Errors Probability
3. Improvement Penunjang 3. Near Missed > 50% S
3. Terapi
4. Prosedur
Tindakan
5. Komplikasi
6. Prognosis
7. Komunikasi &
Ijin Tindakan
« Tracer Methodology >




Proses Pengambilan Putusan MKDKI 2016 - 2021:
Kombinasi Anglo Saxon - Cambridge Models dan Evidence-based

Causation Negligence

Performance Competency Errors

1. Measurement 1. Diagnosis 1. Latent Error

2. Assessment 2. Pemeriksaan 2. Active Errors Pﬁ':ﬁ;gﬁﬁy
3. Improvement Penunjang 3. Near Missed > 50%,
3. Terapi
4. Prosedur Al
Tindakan
5. Komplikasi
6. Prognosis
7. Komunikasi &
ljin Tindakan

< Tracer Methodology >




Pembagian Tugas Anggota MKDKI

A. Senin : BR, LH, HS, TPA/MPD 1 P BR
B. Selasa: BK, BR, GM, TPA/MPD 2 P BK
C. Rabu :
1. DF, BK, SS, HS, TPA/MPD 3 P HS
2. JA, GM, AS, HS, TPA/MPD 4 P HS
D. Kamis : BK, LH, HS, SS, TPA/MPD 5 P HS
E. Jum'at:
1. DF, GM, LH, TPA/MPD 6 P GM
2. JA, HS, AS, TPA/MPD 7 P GM
3. BK, AP, SS, TPA/MPD 8 P GM
F. Sabtu: DF, AP, JA, GM, BR TPA/MPD 9
G. Mingggu: DF, AP, JA, TPA/MPD 10
Keterangan:

P = piket penerimaan aduan dan tamu
F & G (TPA/MPD 9 & 10) = bila diperlukan



MIle]la

15 Juli 2016 N= 104 Kasus (2013, 2014, 2015 & 2016)

MKDKI 2016-2021

no. Kegiatan ptg TPA Pimp MPD Waktu Ket
sus| 1 2 Ket/wk| Ses 3 | 4|5 (Pan| Waktu | Syarat Kluaran

1 Menerima Berkas T 60" berkas diterima

2 | Klarifikasi Berkas T 10 berkas lengkap,sah

3 | Meregistrasi Berkas il ) 30" berkas no.reg

4 | Menentukan TPA . 60" berkas nama TPA

5 | Membuat Srt Tugas TPA % 60’ berkas 5.Tug TPA

6 | Menyerahkan Srt Tugas TPA * 10 5.Tug TPA diterima

7 | Menyerahkan Berkas ke TPA _# 10 berkas diterima

8 | Verifikasi Berkas = 480" berkas trm,/tdk/lain

8 | Menerima Berkas dari TPA = 10 berkas diterima

10 | Menentukan MPD * 60" berkas nama MFPD

11 | Membuat Srt Tap MPD 60" berkas 5.Tap MPD

12 | Menyerahkan Berkas ke MPD 10" berkas diterima

13 | Memeriksa Pengaduan 60" berkas proses sidang

14 | Menentuan Investigasi 2016 n =28 30 berkas proses sidang

15 | Laporan investigasi * | * | * | * 60" berkas proses sidang

16 | Memanggil Pengadu 120' berkas proses sidang

17 | Memanggil Teradu 120 berkas | prosessidang

18 | Memanggil Saksi 720 berkas proses sidang

19 | Memanggil Ahli 120 berkas | prosessidang

20 | Membuat Resume 2400 berkas proses sidang

21 | Tanggapan akhir 60" berkas | prosessidang

22 | Membuat Draft Keputusan &00" berkas proses sidang

23 | Keberatan draft Keputusan 60" berkas proses sidang

24 | Membuat Keputusan 120 berkas proses sidang

25 | Pembacaan Keputusan _ 2013 n =64 60" berkas |proses sdg bacd U K
26 | Membuat pengantar Keputusan * 60" S.Kep srt Pengtr

27 | Menyerahkan Keputusan ke KKI 30' 5.Kep diterima Y HPIT
28 | Menjilid berkas ¥ B 180 berkas buku ey
29 | Pengarsipan buku * 60" buku no.arisp 11,91 hr l:rm




JAMINAN KESEHATAN

1. SISTEM

MUTLU PEIAYAINAN

Peraturan Presiden RI
No. 12/2013

Jaminan Kesehatan

Efektifitas Tindakan
Sesua Kebutuhan Pasten

Efisiens! Biaya

INA CI3CG
Peraturan Menkes RI

No. 755/2011 Kewenangan Klinis

Komite Medik —  Daftar Kewenangan Klinis di
Rumah Sakit

Penugasan Klinis

Peraturan Menkes Rl
No. 1438/2010

Standar Pelayanan Kedokteran

UU RI No. 44/2009 Psl 36 1
Perpres RI No. 77/2015Psl 17 & 18 = (CLINICAL GOVERNANCE) 35013
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(2)

BAB IX
KENDALI MUTU DAN BIAYA
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
Pasal 41

Menteri menetapkan standar tarif pelayanan kesehatan yang menjadi
acuan bagi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Penetapan standar tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan
Fasilitas Kesehatan, indeks harga konsumen, dan indeks kemahalan
daerah.

Pasal 42
Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus
memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan
pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien,
serta efisiensi biaya.

Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan
dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu
Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan
sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran
kesehatan Peserta.

Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan BPJS.

Pasal 43

Dalam rangka menjamin Kkendali mutu dan biaya, Menteri

bertanggung jawab untuk:

a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);

b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan
Kesehatan;

c. perhitungan standar tarif; dan

d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan
Kesehatan.

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial
Nasional.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan sistem
kendali mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 serta
penjaminan kendali mutu dan kendali biaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

JAMINAN KESEHATAN

MUTU PEIAYAINAIN

Sesuar Kebutuhan Pasten
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INA CI3G

Penugasan Klinis

Kewenangan Klinis

Daftar Kewenangan Klinis di
Rumah Sakit

TATA KELOLA KLINIS
(CLINICAL GOVERNANCE)

DF2013



Bagian Keempat
Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan
Pasal 39

(3] BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan

nujukan tingkat lanjutan berdasatkan cara Idonesian Case Based
Groups (INA-CBG'S).

(4] Besaran kapitasi dan Indonesian Case Based Groups (INA-CBG'

ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menter

setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan,

JAMINAN KESEHATAN

MUTU PEIAYAINAIN

Efektifitas Tindakan
Sesua Kebutuhan Pasten

INA CI3G

Penugasan Klinis

Kewenangan Klinis

Daftar Kewenangan Klinis di
Rumah Sakit

TATA KELOLA KLIN'.[S
(CLINICAL GOVERNANCE)

DF2013



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

Perpres RI No. 77/2015Psl 17 & 18

JAMINAN KESEHATAN

MUTU PEIAYAINAIN

Efektifitas Tindakan
Sesua Kebutuhan Pasten

INA CI3G

Penugasan Klinis

Kewenangan Klinis

Daftar Kewenangan Klinis di
Rumah Sakit

‘F1.OL

TATA KELOLA KLINIS
(CLINICAL GOVERNANCE)

DF2013



JAMINAN KESEHATAN

MUTULU PEIAYAINAIN

e

Efektifitas Tindakan
Sesua Kebutuhan Pasten

e Penugasan Klinis
BERITA NEGARA Kewenangan Klinis
REPUBLIK INDONESIA Daftar Kewenangan Klinis di
No.464, 2010 KEMENTERIAN  KESEHATAN.  Pelayanan Rumah Sakit

Kedokteran. SPO.

PPK
Prosedur

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1438/MENKES/PER/TX/2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN

‘E1.OI

TATA KELOLA KI
(CLINICAL GOVERNANCE)  [yp0013



JAMINAN KESEHATAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2009
MNALTELT FPEEIE.AY ATNAN
TENTANG

RUMAH SAKIT

Sesuat Kebutuhan Pasten

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.159, 2015 KESEHATAN. Fumah Salit. Organizasi.
Pedoman. Pencabutan.

ITN A CIE3CG

Penugasan Klinis |

Kewenangan Klinis ’

Daftar Kewenangan Klinis di

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Rumah Sakit

NOMOR 77 TAHUN 2015
TENTANG

FEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT PPK

Prosedur

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 755/MENKES/PER/TV/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

TATA KELOLA KLINIS
(CLINICAL GOVERNANCE) 1E2013

Pasal 2

Peraturan Menteri Kesehatan mi bertujan untuk mengatur_tata kelola klinis (clinical
governance) yang batk agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di rumah sakit

lebih terjamin dan terlindungi serta mengatur penyelenggaraan komite medik di setiap rumah
sakit dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis.
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PATIENT SAFETY = 1
RISIKO X ERRORS

RISIKO = BARRTIERS
KOMPETENSI X MOTIVASI

KINERJA = MOTIVASI X KOMPETENS

BARRIERS

W

7\ \ Knowledge-based
A

Fgure 1 Miler's gl (Miler: publihed wih permisson)



RINGKASAN PERATURAN

MENTERI KESEHATAN beua‘r : Profesi
No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 Disahkan: Menkes

UU No. 29/2004
Praktik Kedokteran
Psl 44 ayat 3 Dikoordinasikan: Komite Medis
Standar Pelayanan Disusun: SMF
Kedokteran

PerMenKes
No 1438/IX/2010
Standar Pelayanan
Kedokteran (SPK)
Berita Negara
Tahun 2010 No 464
24 Sept 2010




1. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tatalaksana Kasus

2. Panduan Praktik Klinis (PPK) Prosedur Tindakan
3. Clinical Pathways




PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)

TATA LAKSANA KASUS
RSAL DR. MINTOHARDJO
JAKARTA
2014 - 2016

9, Edukasi
(Hospital Health Promation)

oo opa

. Pengertian (Definisi)

10. Prognosis

Ad vitam - dubia od bonam/malam
Ad sanationam - dubia ad bonam/malam
Ad fungsionam : dubia ad bonam/malam

11. Tingkat Evidens

L/IT/ITI/IV

. Anamnesis

oW

12. Tingkat Rekomendasi

A/BIC

13. Penelaah Kritis

= oo

. Pemeriksaan Fisik

O W

14, Indikator Medis

. Kriteria Diagnosis

o w e

. Diagnosis Kerja

15, Kepustakaan

. Diagnesis Banding

. Pemeriksaan Penunjang

oW W N

—(ICD 9 CM:
(ICD 9 CM: ...
(ICD 9 CM: ..
_(TCD9CM:
_(ICDOCM: .
odICD O CM: .

P I HE- R

. Terapi

OB oW

Performance Measurement




PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK)

PROSEDUR TINDAKAMN
RSAL DR. MINTOHARDJO
JAKARTA
2014 - 2016
Prosedur . oo (ICDO9CM: . i

2. Indikasi

3. Kontra Indikasi

4. Persiapan

Pasien:
Qo
2. Bahaon dan Alat:

L T

3. Petugas:

L= T

5. Prosedur Tindakan i
2.
3.
4.
5.
6. Pasca Prosedur L.
Tindakan g
7. Tingkat Evidens I/II/ITI/IV
8. Tingkat Rekomendasi A/B/C
9. Penelaah Kritis L.

10. Indikator Prosedur
Tindakan

11. Kepustakaan

1.
2.
3.

Sign In
Time Out
Sign Out

Performance
Measurement



Clinical Pathways
 Rencana penanganan terpadu profesi yang akan diberikan
kepada pasien selama dirawat.

Standar Prosedur Operasional
(SPO) setiap profesi:

1. Panduan Praktik Klinis

Profesi:
Dokter (DPJP)
Perawat (PPJP)
. Apoteker
Gizi
|aboran
Penata
Fisioterapi
dsb

(PPK) Tatalaksana Kasus
2. Panduan Praktik Klinis
(PPK) Prosedur Tindakan

PEDOMAN PRAKTIK KLINIS

1.
2.
3
4.
D.
0.
7.
8.

RUMA‘(IT

PASIEN (CLINICAL PATHWAYYS)




CLINICAL PATHWAYS
RSAL DR, MINTOHARDJIO
JAKARTA
2014 - 2016

Nama Pagien;

Bieraf Badan:

Tinggi Badan

Nomor Rekam Medis:

Diagnesis Awl. .................

Kade IC0 10

| Renicana rawat

(Obat Obatan:

Pembiusan Umum Gas:

Perbvisn Unun ks

KMK 1027/2004, KMK 1197/2004
KMK 830/2009, PP 51/2009

PMK 2406/211, PMK 02.02/2010
+/-

AN IS ‘ ‘
St Anestesiologi KMK
PMK 519/2011

+ /-
+ 1.

+ /-
L

+/-
R

77912008

R Rawat | TolJammasuk. | Tollamkelar | LamaRwt | Kelae | Tanife (Rp). | Biaya (Rp) L
Aktivitas Pelayaman | | S SO I RN IR I R + /- +/- + /- + /- + /- +/ +
Hari Rawat | Hari Rawat | Hari Rawat | Hari Rawat | Hari Rawat | HariRawat | Har Rawat e B B e I e N A Ll A I
{ 7 3 4 g g 7 Pembiusan RegionallLokal:
Hari Sakit. | Hari Sakit. | Han Sakit. | Hari Sakit. | Hari Sakit. | Har Sakit. | Har Sakit. e o A A S S N U B S A T A B
Diagnosis: P < T B A B i
: E::::';Eg?;:m . Hospital Malnourished
S : s £/, 4 : S Proten._mg KMK 374/2007, KMK 913/201 N
L —— + + +/ - - +/ + Mobilisasi I D A Tt A Tt A e A N A ooy
v Komplikas Hasil (Dutcome):
L + < +/ + + +/ + et . +/
e S R I R O I T ————===+ Near Missed PMK 1691/2011 —
Asessmen Kiii: e | H e [ [ e - -] 4]
«  Pemerksaan dokter + + +/ + + +1 + Pendidikan/Rencana Pemulanaan: . .
po—— : ST > 1. Hospital Health Promotion
R + : +/ + S I S B . 3 2. Discharged Planning
LR + T +/ + S I A T PMK 4/2012
Pemeriksaan Penunjang Vains | I e | ... | ...
L +/- +/. +/ + +1- +/- + Jumlah 3IE}E
. 7" PMK 411/2010 : . - -: : I : T Peraat (PP.P) Diagnosis AKAr KodeICD 10 Jenis Tindekan: Kode ICD9- CM
e N YA RO R R L T :
L fle sl el 2l Kinerja: DPJP Anestesi |+ Penyert .
........................ . . ] . .
Tidatan: 1. Teamwork | orrowar :
L oD s o2 Individu o e '
R + + Y - & v Kompliasi '
L, L L +f. L 4 + /. + ]
R + + +. |+ - S N . !
R . N .|+ : I Verfkator '
........................ . . s | s . T .




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1438/ MENKES/PER/IX/2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN

MENTERI KESEHATAN
REPUEBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT




KEPALA/DIREKTUR KEPALA/DIREKTUR
RS RS

PERUBAHAN

SUB
KOMITE

SMF/BAGIAN/ g TIM TIM
DEPARTEMEN KLINIS

SMF/BAGIAN/ TIM TIM

DEPAR™ "MEN KLINIS

SUB
KOMITE

1. KMK No. 772/Men
Peraturan Internal R

PMK No. 755/Menkes/Per/I\V/2011
Penyelenggaraan Komite Medik di

Laws) .
2. KMK No. 496/Menkg Rumah Sakit.
Audit Medis Diundangkan : 5 Mei 2011 No. 259

3. KMK No.

Pedoman Penyusuna
Staf Medis dodyfirmanda2011

Sesuaikan selambatnya: 5 Nov 2011




PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

Adpun tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan yang baru ini adoloh untuk

mengl tata Kelola Kl (eliical qovernance) yang bai E

pE
terll

i

ayoran medu eselamatan posier n dirumoh sokit lebih terjomin oan

dngi serta mengatur penyelenggaraan Komite mealk di sefigp rumoh

it delam rangha peringkatan profesionalisme stof medis.
Perpres RI No. 77/2015Psl 17 & 18 &




Panduan Praktik Klinis CLINICAL PATHWAYS
SMF e »— RSUD Dr SOETOMO, SURABAYA Jf'
RSUD Dr Soetomo, Surabaya —
2012 - 2014 Nama Pasien Umur: Berat Badan: Tinggi Badan: Nomor Rekam Medis:
R kg O
Diagnosis Awal: Kode ICD 10 [ Rencana rawat  ..... hari
R Rawat | Tgl. asuk: | TollJam keluar: | LamaRwt | Kelas: | Tarffhr (Rp): | Biaya (Rp)
- — Aktivitas Pelayanan B PR SEVTOTOPIOPRPIOPUR PR - { NN IRV e
1. Pengertian (Definisi) Hari Rawal 1 | HariRawat 2 | HarRawai3 | HariRawsld | HariRawah
HariSakit | HarSakit | HariSakit | HariSakit | HariSakit_
2. Anamnesis Diagnosis:

*  Penyakit Utama ..
*  Penyakit Penyerta B - B -
*  Komplkasi PSS i
Asessmen Kiinis:

= Pemeriksaan dokler

3. Pemeriksaan Fisik = Konsulfasi

= -~ _KEWENANGAN

— Mobilisasi:
4. Kriteria Diag ; Hasi (Oufcome]:
3. -
4.
5.
Pemulangan:
5. Diagnosis Vanians:
6. Diagnosis Banding L R
2. Jumlah Biaya |
3. Perawat (PPJP) Diagnosis Akhir Kode ICD 10 Jenis Tindakan: Kode ICD 8- CM
7. Pemeriksaan Perlunjcmg L PPOU: ...coeoveoeee. | = Utama [ I— -
2. PPDS: ............. | * Penyera [ I -
3. Dokter S e |®
4. Penanggung i e |
My lawbPasin [+ FKomplkes | | . |=
(DPIPY:
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JAMINAN KESEHATAN

1. SISTEM

FCaturan Presiden RI
No.12/2013

Jaminan Kes Hatan

Penugasan Klinis

Peraturan Menkes RI

No. 755/2011

Kewenangan Klinis

Komite Medik

Peraturan Menke <1

PPK
Pr. ur
Tindan

No. 14372010
Standar Pe* _yanan Kedokteran

JU RI No. 44/2009 Ps1 36 " TATA KELOLA KLINICQ
erpres RINo. 77/2015 Psl 17 & 18 (CLINICAL GOVERNANCE)

SENTINEL

PATIEN, SAFETY = __1
RISIKO X ERRORS

RISIKO- BARRIERS
KOMPETENSI X MOTIVA’ «

Active

Errors



MKDKI 2016 — 2021

SK Menkes RI No. HK 02.02/Menkes/350/2016

v Aktivitas L

Sistem Tata Kelola MKDKI 2016-2021 roses Pengambilan Putusan MKDKI 2016 - 2021:

(Indonesian Medical Disciplinary Board Governance) Kombinasi Anglo Saxon - Cambridge Models dan Evidence-based
Pembagian Tugas Anggata MKDKI :
Persiagan Dokumen dan Tersds

A Senin : BR, LH, HS, TPA/MPD | PBR 1, Rekam Meds
B, Selasa: BX, BR, GM, TPA/MPD 2 PBK 2. Tata Kelola Kinis ( Clinical Governance
C. Rabu 3 v

voresss i ToAmeos pns ot e et o

(e 2T ]
D, Kaerss | BK, LK, HS, S, TPA/MPO 5 P HS mmﬂ'\’:‘:‘:‘x‘“‘m
E fat. atalakeang
J‘:“t;r,cn. LH, TPA/MPD 6 P GM b. PP Prosedur Tindakan (JCO 9CM)

2.JA HS, AS, TPA/MPDTPGM 5, Clincal Pathways (CP%:

3 BK AP, SS, TPA/MPD & P GM 2 Format OF Kasus
F.Sabtu: OF, AP, JA, GM, BR TPA/MPD 3 g N
G Mngog: or,u‘:u:L < M TPAIMPD 10 ‘::xmwm
:“:::ggn aduan dan MEDK 2016-2021

= penerimaan tamu / . ' 1
F &G (TPA/MPD 4 & 10) = bita diperfukan 1. Measurement E Dlagn<?51s 1. Lalgm Error Likehood
Monitoring Proses MKDKI 2016-2021 N ik Taer sl e ampanet 2. Assessment 2. Pemeriksaan 2. Active Emrors Probabilits
o - EETETT e e 2 3. Improvement Penunjang 3. Near Missed > 50% :
3. Terapi -

Tindakan

5. Komplikasi

. Prognosis

. Komunikasi &
Ijin Tindakan

Dody Firmanda
Ketua MKDKI 2016-2021 . Tracer Methodology >
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NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
TENAGA KESEHATAN

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pasal 34

(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan
rta untuk memberikan pelindungan dan kepastian
hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat,

dibentuk Konsil Te cnaga Kesehatan Indonesia.

(2) Konsil Te enaga Keschatan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kon il masing-

masing Tenaga Kesehatan.

(3) Konsil masing-mas sing Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termas uk Konsil Kedokteran
dan Konsil Kedokteran Gi igi sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang tentang Praktik Kedokte ran.

(4) Konsil masing-mas sing Tenaga Kesehatan s sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam melak anakan tugasnya

bersifat independen.

(5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) be twab ke pada

Presiden melalui Menteri
.—b\_’\ﬁ

Pasal 93

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 89 17 Oktober 2016

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi

Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan

wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga
M

Kesehatan Indonesia.

MKDKI priode 2016-2021 (5K Menkes No. 02.02/Menkes/
350/2016 berdasarkan UL29/2004 Prakik Kedokteran)
dengan berlakunya U36/2014 Tenaga Kesehatan).

T, MKDKI ticak disebutkan secara eksplit,

2, Masalah
3. Tangqung jawab MKDKI (UU29/2004 P 56)

b, Anqgaran biaya kegiatan MKDKI UU23/2004 Pl 65)
(. Apakah MKDK] termasuk yg disebut sebagai Majels
Tenaga Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam
U36/2014 51892
3, Stkap: MKDK| 2016-2021 tetap melaksanakan fungsi
tigas, Wewenang dan tangqung jawab sampal ada
ketentuan dan keputusan Menkes eoin anjut



UU No. 36/2014 Tenaga Kesehatan:
Pidana Psl 83 s/d 86
1. Bukan Tenaga Kesehatan - 5 tahun Psl 83
2. Kelalaian Berat Nakes:
a. sebabkan luka berat - 3 tahun Ps| 84(1)
b. sebabkan kematian -5 tahun Ps| 84(2)
3. Praktik Nakes:
a. tanpa STR - denda Rp 100 juta Psl 85(1)
b. tanpa SIP - denda Rp 100 juta Psl 86(1)
Disiplin Psl 49
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